SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip untuk
pelaksanaan administrasi pemerintah dan pembangunan
secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan
penyusutan arsip khususnya dalam rangka penyelamatan
arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan
aparatur serta pertanggungjawaban Pemerintah Kota
Probolinggo;

bahwa Jadwal Retensi Arsip telah disusun berdasarkan Surat
Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor : B-PK.02.09/05/2022 tentang Persetujuan Jadwal
Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kota
Probolinggo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Jadwal

Retensi Arsip Pemerintah Kota Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1277);


https://www.bphn.go.id/data/documents/permen_no.78_th_2012.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/permen_no.78_th_2012.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_2_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_2_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_2_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_03_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_03_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_03_2013.pdf

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman
Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1246);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 661);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Penanggulangan Bencana
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 665);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 666);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 668);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2087);


https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_06_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_06_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_06_2013.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_28_2016%20Fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_28_2016%20Fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_28_2016%20Fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_6_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_6_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_6_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_7_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_7_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_7_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_8_2014%20FIX.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_8_2014%20FIX.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_8_2014%20FIX.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_9_2014%20FIX.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_9_2014%20FIX.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_9_2014%20FIX.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_11_2014.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_11_2014.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/perka_anri_11_2014.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_13_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_13_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_13_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_19_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_19_2014%20fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_19_2014%20fix.pdf

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan,
Perekayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 167);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 364);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman
Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 550);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 873);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 874);


https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_20_2014%20Fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_20_2014%20Fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_20_2014%20Fix.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_1_2015%20dan%20Lampiran%201%20dan%202.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_1_2015%20dan%20Lampiran%201%20dan%202.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_1_2015%20dan%20Lampiran%201%20dan%202.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/PERKA%20ANRI%20NOMOR%202%20TAHUN%202015.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/PERKA%20ANRI%20NOMOR%202%20TAHUN%202015.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/PERKA%20ANRI%20NOMOR%202%20TAHUN%202015.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_6_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_6_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_6_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_12_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_16_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_16_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_16_2015_Full.pdf
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 875);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 876);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 551);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 552);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi
Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
665);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kepemudaan dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 195);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 319);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1819);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

S


https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_17_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_17_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_17_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_18_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_18_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_18_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_19_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_19_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_19_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_20_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_20_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_20_2015_Full.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_22_2015.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_22_2015.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_22_2015.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_9_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_9_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_9_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf
https://jdih.anri.go.id/peraturan/Perka_10_2016.pdf

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 33);

40. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022
Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI

ARSIP PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus
menerus.

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaaanya merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan
tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip baik dengan
memindahkan arsip inaktif dari wunit pengolah ke unit kearsipan,
memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna maupun menyerahkan arsip
atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya.

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi
kepentingan penggunaan arsip.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip setingkat
Eselon II/disetarakan untuk tingkat pusat dan setingkat Eselon
[II/disetarakan untuk tingkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

JRA Fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi
dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara
lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, ketatausahaan, dan
sebagainya.

JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau
retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan
tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang
melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih
dalam proses hukum.

Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib
diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban
nasional sesuai dengan lingkup dan tugas masing-masing organisasi.

Lembaga Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Inaktif, Arsip

Statis dan pembinaan kearsipan.



18. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota.

19. Pencipta Arsip adalah Perangkat Daerah selaku unsur pembentukan Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam :
a. penentuan jangka waktu penyimpanan arsip yang berkaitan dengan Arsip
Fasilitatif dan Arsip Substantif; dan
b. pelaksanaan penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Fasilitatif dan
Arsip Substantif.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin Perangkat Daerah dalam
melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
a. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif; dan

b. Jadwal Retensi Arsip Substantif.

Pasal 4
(1) JRA Fasilitatif dan JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mengatur mengenai :
jangka waktu penyimpanan atau retensi,
jenis arsip; dan
c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan dan atau dipermanenkan.
(2) JRA Fasilitatif dan JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
JADWAL RETENSI ARSIP
FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
Pasal 5

(1) Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.

b.

Arsip Fasilitatif; dan
Arsip Substantif.

(2) Jenis Arsip Fasilitatif terdiri atas :

(3)

a.
b.

oo a0

0

m.

n.

O.

non keuangan non kepegawaian;

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

penyusunan anggaran;

pelaksanaan anggaran;

bantuan/pinjaman luar negeri;

pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah/Dana
Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;

penyaluran anggaran tugas pembantuan;

penerimaan anggaran tugas pembantuan;

pengelolaan anggaran Pemilihan umum;

pelaksanaan anggaran pemilihan Kepala Daerah dan anggaran biaya
bantuan Pemilihan Umum;

pelaksanaan anggaran operasional Pemilu;

pemerintahan desa/kelurahan;

pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah; dan

perimbangan keuangan.

Jenis Arsip Substantif meliputi :

0 ® N o kb=

urusan pertanian;

urusan perdagangan,;

urusan perhubungan;

urusan kelautan dan perikanan;

urusan penanaman modal;

urusan lingkungan hidup;

urusan perindustrian,;

urusan koperasi dan usaha kecil menengah;

urusan komunikasi dan informasi;

10. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

11.urusan perencanaan pembangunan;



12. urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan
serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

13. urusan penanggulangan bencana

14. urusan pendidikan dan kebudayaan;

15. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

16. urusan perpustakaan;

17.urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;

18. urusan sosial;

19. urusan persandian;

20. urusan statistik;

21.urusan pemerintah Daerah;

22.urusan kesehatan;

23. urusan pendidikan dan pelatihan;

24.urusan kearsipan;

25. urusan kependudukan dan keluarga berencana;

26. urusan kepemudaan dan olahraga;

27. Urusan kependudukan dan keluarga berencana;

28. Urusan bencana kecelakaan dan kondisi bahaya;

29. urusan pengadaan; dan

30. urusan kepegawaian.

Pasal 6
(1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditentukan
untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
(2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dilaksanakan berdasarkan
kriteria sebagai berikut :
a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
Perangkat Daerah terkait dan kepentingan pemerintah Daerah.
(3) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok
masalah pada naskah selesai diproses.

(4) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 7
(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢, memuat

rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan dan atau dipermanenkan.
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(2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan
pertimbangan :

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna; dan
b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna

kesejarahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada Tanggal 27 Juli 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan ses dengan aslinya,
KEPAL IAN HUKUM,

DENNY BAG ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. l%ui 820090371 004
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